Dari Seminar Regional Ilmu Komunikasi FPSB UII-KPID DIY

MENATA BISNIS RADIO SIARAN DI YOGYAKARTA
Yogyakarta (UIINews). “Saya paling suka mendengarkan lagu-lagunya Nike Ardhila di GCD FM setiap pagi. Menurut saya, satu sisi lebih yang dimiliki oleh radio dibanding dengan media siaran lain seperti TV adalah fleksibilitasnya. Saat mendengarkan radio, kita bisa sambil melakukan aktifitas yang lain”, ungkap H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psi. sesaat sebelum menyampaikan inti sambutan di depan ± 60 peserta seminar regional yang diselenggarakan oleh KPID DIY bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII pada tanggal 22 Mei 2008 di Wisma LPP Convention Centre Yogyakarta. 
Hadir dalam acara tersebut penasehat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) H. Ahriadi Saptomo, General Manger Area Yogya-Jawa Tengah Female Group (Wakil Radio Jaringan di Yogyakarta) Sapto Adinugroho, Wakil Ketua KPID DIY Tri Suparyanto dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII Masduki, M.Si. Seminar itu sendiri dimaksudkan untuk merumuskan beberapa rumusan, yakni;

1. Regulasi yang tepat yang dapat memacu pertumbuhan bisnis radio siaran (institusi dan isi) di Yogyakarta secara sehat dan berkeadilan.

2. Peran dan kontribusi dari stakeholder terutama perguruan tinggi dalam memacu pertumbuhan bisnis radio di Yogyakarta.

3. Road Map pengembangan bisnis radio siaran berdasarkan rencana dan penguatan kinerja asosiasi radio siaran yang ada. 
Sebelum memberikan sambutannya, Tri Suparyanto menyampaikan adanya beberapa siaran televisi yang dianggap bermasalah oleh KPI Pusat. Kesepuluh acara yang dimaksud adalah Cinta Bunga (SCTV), Dangdut Mania Dadakan II (TPI), Jelita (RTCI), Solva Gangga (TransTV), Namaku Metari (RCTI), Si Entong (TPI), Super Seleb Show (Indosiar), Rubiyah (TPI), Mr. Bego (ANTV), dan Masrahin Doorprize (ANTV). Tri Suparyanto berharap agar para peserta seminar turut serta mengawasi siaran-siaran yang dianggap bermasalah tersebut. 

Lebih jauh Tri Suparyanto mengungkapkan bahwa sebelum masa reformasi, semua radio siaran diwajibkan merelay RRI. Maka menurutnya saat itu yang berkembang adalah radio bisnis, dimana radio lebih banyak membincangkan kemajua-kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semenjak masa reformasi, bisnis radio mengalami perubahan yang sangat drastis. Saat ini bukan lagi membincangkan bagaimana radio itu berbinis, tapi sudah mengarah kepada bagaimana mengembangkan bisnis radio. Ada ketergantungan antara industri radio dan publik. “Terkait dengan jumlah radio di Yogyakarta yang semakin banyak hingga mencapai 75 stasiun radio yang sebenarnya masih carut marut ISRnya, pihak KPID saat ini sedang melakukan mapping berupa jenis radio, jenis conten, target siaran, kantor dan sebagainya. Disinyalir adanya beberapa kantor yang tidak sesuai dengan tempat siaran dan sebaliknya, misal ada radio yang melakukan siaran di kota Yogyakarta namun kantornya berada di Gunung Kidul.  Setelah mapping, KPID merencanakan berbagai langkah strategis terkait dengan penataan radio siaran di Yogya termasuk penataan terhadap radio komunitas’, tambahnya.
  H. Ahriadi Saptomo sebagai pemateri pertama menyampaikan data riil mengenai jumlah, kondisi radio siaran di tingkat nasional dan khususnya di Yogyakarta. Dari analisa yang ada, diketahui adanya over lapping di wilayah kanal Lembaga Penyiaran (LP) Swasta dan Publik yang berpotensi saling ganggu. Hal inilah kiranya yang perlu untuk ditata atau lebih tepatnya untuk dilakukan road map agar persaingan radio lebih baik dan sehat. 
Sapto Adinugroho dalam kesempatan tersebut berbicara mengenai radio jaringan. Sapto mengungkapkan bahwa radio jaringan tersebut ada karena persoalan klasik dan sederhana, yakni penghasilan. Tingginya cost operasional dari sebuah radio telah memaksa para pemilik radio berpikir keras mencari solusi. Inilah yang kemudian melatarbelakngi berdirinya radio jaringan. Dengan radio jaringan ini, konsumen (baca:pemasang iklan) akan sangat diuntungkan bila ingin memasang iklan di beberapa kota sekaligus dengan menggunakan brand radio yang sama. Pada persaingan bisnis yang semakin ketat ini, Sapto mengajak agar para pemilik radio bisa lebih mengenal akan kebutuhan konsumen, selain juga memberikan layanan jasa yang lain. Aktif melakukan promosi juga bisa menjadikan sebuah radio tetap survive.
Aspek legalitas pemilik usaha penyiaran radio disampaikan oleh Tri Suparyanto mewakili KPID DIY. Menurutnya sebagian besar radio siaran belum memiliki IDP. Hal inilah yang dirasakan oleh Tri Suparyanto sebagai keadaan yang semrawut. Kalau toh ada yang sudah memiliki IDP, tetapi belum bersiaran sesuai IDP misalnya melanggar service area siaran. Ada radio siaran yang belum memiliki IDP, tetapi sudah mengantongi ijin radio siaran dari Dirjen Postel. Radio siaran belum memiliki ijin siaran, tetapi sudah memiliki ijin dari Dishub Propinsi (aturan jaman dulu dan sudah dihapus). Karena proses perpindahan ijin sudah habis pada November 2006 lalu, maka mekanismenya harus melalui IDP. Tri Suparyanto menyayangkan masih banyaknya pemilik radio siaran yang mengganggap perijinan itu tidak penting dan tidak berbahaya.  
“Alangkah baiknya hal-hal yang terkait dengan legalitas ini bisa segera diberesi. Karena bisa dimungkinkan legalitas tersebut dipakai sebagai jaminan dalam rangka mencairkan pinjaman ke bank manakala membutuhkan pinjaman dana. KPID sangat terbuka untuk membantu temen-temen dalam proses memperoleh ijin tersebut. Karena bagaimanapun, frekwensi gelombang radio itu adalah ranah publik maka wajib memiliki ijin. Jika tidak, itu berarti melanggar undang-undang”, tegas Tri Suparyanto. 
Dari sisi akademisi, Masduki (Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII) turut berbicara menyoroti perkembangan usaha penyiaran radio di Yogyakarta. Masduki merekomendasikan perlunya membangun suatu media periklanan yang terintegrasi. Peluang-peluang yang ada pada media lain seperti HP, telekomunikasi atau jika sudah ada group media tersendiri maka akan lebih memudahkan jaringan periklanan. Berkait dengan penyehatan radio Masduki mengajak agar PRSSNI dapat berfungsi lebih optimal, minimal turut serta dalam sistem pembiayaan (pricing system) iklan yang sampai sekarang belum memiliki standard yang jelas.  Selain itu, pengembangan kreativitas untuk content lokal harus semakin digali. Jangan sampai kreativitas content radio lokal hanya mengadopsi kreativitas radio jaringan, karena hal ini tentu akan membuat radio lokal kehilangan pendengarnya. Perkembangan teknologi khususnya HP berkapasitas radio perlu juga mendapatkan porsi perhatian tersendiri dalam mengembangkan usaha radio siaran. Masduki juga menilai bahwa ke depan Jogja bisa menjadi lahan usaha penyiaran radio yang cukup bagus. 
Menanggapi apa yang telah disampaikan para pemateri, Agus Nuruddin (salah satu tokoh PRSSNI) mengemukakan pernyataannya bahwa usaha penataan radio tersebut sudah dilakukan sejak dulu. Namun demikian, masih banyak radio milik “peng-gede (baca: pemilik modal besar)” sering melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Agus Nuruddin menegaskan bahwa proses penataan radio dapat berjalan baik jika ada komitmen dari para stakeholder sebagai penata. “Jangan sampai aturan yang sudah ditetapkan, bisa dilanggar oleh mereka yang memiliki modal besar”, ungkapnya.

Group musik akustik mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FPSB UII turut memeriahkan seminar regional tersebut.
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